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Abstrak: Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Mandalika memberikan tekanan terhadap
keberlanjutan ekosistem mangrove di Desa Mertak
sebagai wilayah pesisir penyangga kawasan
pariwisata. Penelitian ini bertujuan menganalisis
kondisi konservasi mangrove serta tingkat keterlibatan
masyarakat dalam upaya pelestariannya. Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain
studi kasus melalui wawancara semi-terstruktur,
observasi nonpartisipan, dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekosistem
mangrove di Desa Mertak belum optimal akibat
aktivitas penebangan, pembangunan infrastruktur,
serta lemahnya pemeliharaan pasca penanaman.
Keterlibatan masyarakat masih bersifat terbatas dan
cenderung hanya pada tahap penanaman, tanpa
keterlibatan aktif dalam pengelolaan, pemantauan, dan
pengambilan keputusan. Ketiadaan kelembagaan
pengelola dan regulasi desa (Peraturan Desa) menjadi
hambatan utama dalam mewujudkan konservasi
mangrove yang berkelanjutan. Oleh karena itu,
penelitian ini merekomendasikan penguatan
kelembagaan lokal, penyusunan regulasi desa,
peningkatan kapasitas masyarakat, kolaborasi
multipihak, serta pengembangan alternatif ekonomi
berbasis lingkungan sebagai strategi konservasi
mangrove berkelanjutan berbasis pemberdayaan
masyarakat.

Kata Kunci: Mangrove,
Pemberdayaan Masyarakat,
Konservasi, KEK Mandalika,
Desa Mertak.

PENDAHULUAN
Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki fungsi

ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan dan
kesejahteraan masyarakat. Mangrove tidak hanya berperan sebagai pelindung alami dari abrasi,
intrusi air laut, dan badai, tetapi juga menjadi habitat bagi berbagai biota, penyedia jasa ekosistem,
serta sumber penghidupan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, keberadaan mangrove menjadi
komponen penting dalam menjaga keseimbangan ekologi wilayah pesisir (Zakiyah et al., 2023).
Selain fungsi ekologis, ekosistem mangrove juga memiliki potensi ekonomi melalui
pengembangan ekowisata, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta kegiatan sosial-budaya
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yang berkelanjutan (Rahim et al., 2017). Oleh karena itu, keberlanjutan ekosistem mangrove
menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan pembangunan wilayah pesisir.

Namun, pembangunan infrastruktur berskala besar di wilayah pesisir sering kali memberi
tekanan signifikan terhadap kelestarian ekosistem mangrove. Kondisi ini terlihat jelas di kawasan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, yang menjadi salah satu destinasi pariwisata super
prioritas nasional. Pembangunan fasilitas seperti jalan, hotel, dan sirkuit internasional telah
membuka peluang ekonomi baru, tetapi di sisi lain menimbulkan perubahan tata ruang,
peningkatan konversi lahan, serta degradasi ekosistem, termasuk pada kawasan mangrove di
Desa Mertak yang menjadi lokasi penelitian ini (Sukuryadi et al., 2025).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembangunan KEK Mandalika berdampak
nyata pada menurunnya kualitas ekosistem mangrove. Analisis citra satelit yang dilakukan oleh
Sukuryadi et al., (2025) menunjukkan penurunan tutupan mangrove hingga 44,22% dalam kurun
waktu 2019–2022. Selain penurunan luasan, penelitian Hamit et al., (2025) menemukan bahwa
tingkat keberlanjutan pengelolaan mangrove di kawasan Mandalika masih rendah, terutama pada
dimensi ekologi dan kelembagaan akibat lemahnya regulasi, minimnya rehabilitasi, serta
ketiadaan lembaga pengelola khusus. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa tekanan
pembangunan belum diimbangi dengan sistem pengelolaan lingkungan yang memadai.

Desa Mertak merupakan salah satu desa pesisir yang berada di sekitar kawasan KEK
Mandalika dan memiliki ekosistem mangrove yang berfungsi sebagai penyangga ekologis
sekaligus sumber penghidupan masyarakat lokal. Sebagian besar masyarakat Desa Mertak
berprofesi sebagai nelayan, petani, dan peternak yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap
sumber daya pesisir. Dalam konteks ini, keberlanjutan ekosistem mangrove sangat menentukan
keberlangsungan sosial ekonomi masyarakat setempat. Namun, berbagai indikasi kerusakan
mangrove dan lemahnya pengelolaan menunjukkan bahwa upaya konservasi yang ada belum
berjalan secara optimal.

Secara umum, kajian-kajian sebelumnya di kawasan KEK Mandalika lebih banyak
menitikberatkan pada analisis perubahan tutupan mangrove dan dampak ekonomi pembangunan
pariwisata. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji pemberdayaan masyarakat,
tingkat keterlibatan masyarakat, serta peran kelembagaan lokal dalam konservasi mangrove di
sekitar KEK Mandalika masih relatif terbatas. Padahal, pengelolaan mangrove berbasis
masyarakat diyakini mampu meningkatkan efektivitas konservasi melalui pemanfaatan
pengetahuan lokal, penguatan rasa memiliki, dan peningkatan kapasitas kelembagaan komunitas
(Rahmawaty, 2006 dalam Rahim et al., 2017).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana
konservasi mangrove dan keterlibatan masyarakat berlangsung di tengah tekanan pembangunan
infrastruktur pariwisata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi
konservasi mangrove, tingkat keterlibatan masyarakat, serta hambatan kelembagaan dalam upaya
pelestarian mangrove di Desa Mertak sebagai desa penyangga KEK Mandalika. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian ekonomi sumber daya alam dan
pembangunan berkelanjutan, sekaligus menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah
daerah, pengelola KEK Mandalika, dan masyarakat lokal dalam merancang strategi konservasi
mangrove yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.
LANDASAN TEORI
Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang menempatkan masyarakat
sebagai subjek utama melalui peningkatan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi dalam
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memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menurut Chambers (1995) dalam Zubaedi
(2013), pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga
pada penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Jim Ife dalam Zubaedi (2013) menekankan
bahwa pemberdayaan berkaitan dengan penguatan daya masyarakat melalui akses terhadap
sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan agar mampu menentukan masa depannya sendiri.
Keberhasilan pemberdayaan sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku
utama pembangunan (Dedeh Maryani, 2019). Masyarakat yang berdaya cenderung mendorong
pembangunan yang lebih cepat dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, pemberdayaan
masyarakat difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan dan
konservasi mangrove, terutama di tengah pembangunan KEK Mandalika, melalui penguatan
pengetahuan lingkungan, keterampilan teknis, dan kelembagaan lokal.

Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan,
mulai dari perencanaan hingga evaluasi, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Arnstein
(1969) melalui teori Ladder of Participation menjelaskan bahwa partisipasi yang efektif berada
pada tingkat citizen power, yaitu ketika masyarakat memiliki peran nyata dalam pengambilan
keputusan, bukan sekadar partisipasi semu.
Dalam konservasi mangrove di Desa Mertak, partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan
program. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konservasi di
tengah pembangunan KEK Mandalika dapat meningkatkan rasa memiliki, memperkuat
pemberdayaan, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian ekosistem
pesisir secara berkelanjutan.

Konservasi Mangrove
Konservasi mangrove merupakan upaya perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan ekosistem
mangrove secara berkelanjutan untuk menjaga fungsi ekologis dan manfaat sosial ekonomi
masyarakat pesisir. Dahuri (2001) dalam Zakiyah et al., (2023)menyatakan bahwa konservasi
mangrove harus dilakukan melalui pendekatan multi-purpose management, yaitu perlindungan
lingkungan yang disertai pemanfaatan secara lestari dengan melibatkan masyarakat. Keberhasilan
konservasi mangrove sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat pesisir melalui
pendekatan bottom-up agar pengelolaan mangrove berjalan berkelanjutan.

Pembangunan Berkelanjutan
Menurut Brundtland Report (1987) dalam Cahyandito (2010), pembangunan berkelanjutan
adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan
kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep ini menekankan
keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.
Salim (2010) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui Sustainable
Development Goals (SDGs) yang mencakup empat pilar utama, yaitu pembangunan sosial,
ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Keempat pilar tersebut saling terkait dan
menjadi dasar dalam mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam konteks pembangunan infrastruktur KEK Mandalika, prinsip pembangunan berkelanjutan
menjadi sangat penting untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan pesisir, khususnya
ekosistem mangrove. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dalam konservasi mangrove
merupakan bentuk implementasi pembangunan berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi
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pariwisata diimbangi dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
lokal.
The Cammon Poll Resources Manajemen
Manajemen Sumber Daya Bersama (Common Pool Resources Management) merupakan sistem
pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki dan dimanfaatkan bersama oleh banyak pihak,
dengan tujuan menjaga keberlanjutan dan keadilan pemanfaatannya. Sumber daya dikategorikan
sebagai common pool resources apabila memiliki banyak pengguna, sulit membatasi akses (non-
excludable), dan bersifat rival dalam konsumsi, sehingga penggunaan oleh satu pihak mengurangi
kesempatan pihak lain (Ostrom, 2008 dalam Hadipuro, 2022).
Pengelolaan CPR penting untuk mencegah terjadinya tragedy of the commons, yaitu eksploitasi
berlebihan akibat perilaku individu yang mengutamakan kepentingan pribadi tanpa
mempertimbangkan dampak kolektif (Hardin, 1968). Tragedi ini umumnya dipicu oleh lemahnya
regulasi, rendahnya kesadaran kolektif, serta tidak adanya sistem pengelolaan dan pengawasan
yang jelas (Tarumingkeng, 2024).
Elinor Ostrom (1990) menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya bersama yang berkelanjutan
dapat dicapai melalui pengaturan kolektif berbasis komunitas lokal, dengan aturan yang jelas,
partisipasi aktif, dan mekanisme pengawasan bersama. Pendekatan ini menekankan pentingnya
hubungan timbal balik antara sistem sosial dan sistem ekologi (social-ecological system), di mana
perilaku manusia memengaruhi kondisi lingkungan, dan sebaliknya.
Dalam konteks penelitian ini, ekosistem mangrove di Desa Mertak merupakan sumber daya
bersama yang rentan terhadap tekanan pembangunan KEK Mandalika. Oleh karena itu, strategi
pemberdayaan masyarakat dalam konservasi mangrove perlu didasarkan pada prinsip CPR,
dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan, pengawasan, dan
pemanfaatan mangrove secara berkelanjutan guna menjaga keseimbangan antara pembangunan
dan kelestarian lingkungan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk

memahami secara mendalam strategi pemberdayaan masyarakat dalam konservasi mangrove di
Desa Mertak di tengah pembangunan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggambarkan realitas sosial-
ekologis secara komprehensif berdasarkan perspektif pelaku dan masyarakat lokal.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study), yang berfokus pada
pendalaman fenomena spesifik dalam satu lokasi tertentu dengan konteks yang terbatas. Desain
studi kasus dipilih agar peneliti dapat mengkaji secara detail bentuk pemberdayaan masyarakat,
dinamika lingkungan pesisir, serta perubahan sosial ekonomi yang terjadi di Desa Mertak sebagai
desa penyangga kawasan pariwisata Mandalika.
Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi non-partisipan,
wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi non-partisipan digunakan untuk
mengamati kondisi ekosistem mangrove serta aktivitas masyarakat tanpa keterlibatan langsung
peneliti. Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali pengalaman, pemahaman, dan
pandangan informan terkait konservasi mangrove dan dampak pembangunan KEK Mandalika.
Dokumentasi diperoleh dari arsip desa, laporan program konservasi, foto kegiatan, serta dokumen
kebijakan yang relevan.
Informan Penelitian
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Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan
tingkat pengetahuan, keterlibatan, serta relevansi informan terhadap isu konservasi mangrove dan
pembangunan KEK Mandalika. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, yang
dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan
pendukung.

Informan kunci merupakan pihak yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai
kondisi sosial dan lingkungan pesisir, serta berperan dalam pengambilan keputusan dan
pelestarian nilai-nilai lokal. Informan kunci dalam penelitian ini berjumlah 3 orang, yang terdiri
dari aparat desa atau kepala dusun serta tokoh masyarakat yang memahami perkembangan
konservasi mangrove dan perubahan sosial akibat pembangunan KEK Mandalika.

Informan utama adalah individu yang terlibat langsung dalam kegiatan konservasi
mangrove maupun aktivitas ekonomi pesisir yang terdampak pembangunan KEK Mandalika.
Informan utama berjumlah 3 orang, meliputi masyarakat yang terlibat dalam penanaman dan
pemeliharaan mangrove, nelayan pesisir, serta masyarakat yang mengalami perubahan mata
pencaharian akibat pembangunan KEK.

Informan pendukung merupakan pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam
pengelolaan mangrove, namun memiliki informasi tambahan terkait dinamika sosial, ekonomi,
dan lingkungan di Desa Mertak. Informan pendukung dalam penelitian ini berjumlah 4 orang,
terdiri dari pelaku usaha lokal dan pemerhati lingkungan yang pernah terlibat dalam kegiatan
terkait mangrove.
Pemilihan informan didasarkan pada kriteria:

1. memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait konservasi mangrove;
2. terlibat langsung atau terdampak pembangunan KEK Mandalika; dan
3. bersedia memberikan informasi secara terbuka dan mendalam.

Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang

meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi
data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data penting dari hasil observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian
naratif tematik yang sistematis. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang untuk
memastikan konsistensi dan ketepatan temuan penelitian.
Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui teknik triangulasi, yang meliputi
triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan
informasi yang diperoleh dari informan kunci, informan utama, dan informan pendukung.
Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Penerapan triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan validitas data dan
memastikan bahwa temuan penelitian mencerminkan kondisi empiris di lapangan secara akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Konservasi Mangrove di Desa Mertak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekosistem mangrove di Desa Mertak masih
berada pada tingkat pengelolaan yang belum optimal. Vegetasi mangrove masih ditemukan di
beberapa titik pesisir, khususnya di Dusun Sereneng dan Batu Berang, namun keberadaannya
terus mengalami penurunan. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh aktivitas penebangan,
penggembalaan ternak, lemahnya pengawasan, serta tidak adanya pemeliharaan pasca penanaman.
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Selain itu, pembangunan pesisir yang berkaitan dengan pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) Mandalika turut meningkatkan tekanan terhadap keberlanjutan ekosistem
mangrove.

Berbagai upaya rehabilitasi mangrove telah dilakukan oleh komunitas masyarakat,
perguruan tinggi, aparat keamanan, dan pemerintah daerah. Namun, kegiatan penanaman tersebut
umumnya belum disertai dengan sistem monitoring dan pemeliharaan yang berkelanjutan,
sehingga tingkat keberhasilan rehabilitasi relatif rendah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa
banyak mangrove yang ditanam tidak bertahan akibat lemahnya pengelolaan pasca penanaman
serta gangguan eksternal, seperti ternak dan kondisi hidrologi yang tidak mendukung.

Selain faktor pengelolaan, kerusakan mangrove juga dipicu oleh aktivitas penebangan
untuk kebutuhan kayu bakar serta penimbunan lahan akibat pembangunan infrastruktur pesisir.
Pembangunan KEK Mandalika memberikan dampak ekonomi berupa peningkatan lapangan kerja
dan aktivitas usaha masyarakat, namun pada saat yang sama menimbulkan tekanan terhadap
lingkungan pesisir, terutama akibat pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung.

Meskipun demikian, mangrove yang berhasil tumbuh memberikan manfaat ekologis dan
ekonomi bagi masyarakat pesisir. Keberadaan mangrove berfungsi sebagai habitat berbagai biota
perairan, seperti ikan, udang, dan kepiting, yang berkontribusi terhadap peningkatan hasil
tangkapan nelayan. Temuan ini menunjukkan bahwa mangrove memiliki peran strategis dalam
mendukung keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Kondisi tersebut sejalan dengan konsep multi-purpose management yang dikemukakan
oleh Dahuri (2001) dalam Zakiyah et al. (2023), yang menekankan bahwa konservasi mangrove
tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga pada pemanfaatan
berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi konsep
tersebut di Desa Mertak belum berjalan optimal akibat minimnya pemeliharaan, lemahnya
pengelolaan, serta ketiadaan regulasi desa yang secara khusus mengatur perlindungan dan
pemanfaatan mangrove.

Dengan demikian, konservasi mangrove di Desa Mertak masih berada pada tahap awal
dan belum terintegrasi dalam sistem pengelolaan berkelanjutan berbasis masyarakat. Penguatan
kelembagaan lokal, penyusunan Peraturan Desa (Perdes), serta peningkatan pemahaman
masyarakat mengenai fungsi ekologis dan ekonomi mangrove menjadi langkah strategis untuk
mendukung keberlanjutan pengelolaan mangrove di masa mendatang.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Konservasi Mangrove
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dalam konservasi

mangrove di Desa Mertak belum berjalan secara optimal. Kondisi ini disebabkan oleh tidak
adanya kerangka kelembagaan dan regulasi yang secara jelas mengatur pengelolaan mangrove
berbasis masyarakat. Hingga saat ini, belum terdapat payung hukum yang menjadi dasar
pelaksanaan konservasi mangrove, sehingga kegiatan yang dilakukan masih bersifat sporadis dan
tidak terarah. Ketiadaan regulasi tersebut berdampak pada lemahnya sistem pengelolaan dan
koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak eksternal. Selain itu, belum
terbentuknya kelompok pengelola mangrove secara formal menyebabkan kegiatan konservasi
tidak berkelanjutan dan bergantung pada inisiatif sementara. Masyarakat menilai bahwa
pembentukan kelompok pengelola resmi serta pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah
sangat diperlukan agar kegiatan konservasi dapat berjalan secara konsisten.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Chambers (1995) yang menyatakan bahwa
pemberdayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga
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menciptakan alternatif pertumbuhan ekonomi yang berbasis lokal dan berkelanjutan. Hal tersebut
relevan dengan kondisi masyarakat Desa Mertak yang menilai pentingnya peningkatan
pemahaman mengenai manfaat ekonomi mangrove sebagai dasar penguatan partisipasi dan
keberlanjutan program konservasi.

Selanjutnya, Jim Ife dalam Zubaedi (2013) menekankan bahwa pemberdayaan berkaitan
erat dengan konsep power dan disadvantage, di mana masyarakat perlu dibekali dengan sumber
daya, pengetahuan, dan keterampilan agar mampu menentukan pilihan dan masa depannya
sendiri. Dalam konteks Desa Mertak, strategi pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan pada
penguatan kapasitas lokal, pembentukan kelembagaan pengelola mangrove, serta pendampingan
berkelanjutan sebagai prasyarat keberhasilan konservasi berbasis masyarakat.

Peran Kelembagaan Lokal dalam Mendukung Konservasi Mangrove
Minimnya regulasi formal mengenai pengelolaan mangrove di Desa Mertak menunjukkan

lemahnya peran kelembagaan lokal dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Hingga saat
ini, belum terdapat Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur perlindungan dan
pemanfaatan mangrove. Isu lingkungan memang kerap dibahas dalam forum musyawarah desa,
namun belum ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan tertulis yang mengikat.
Ketiadaan kelembagaan dan regulasi formal menyebabkan pengelolaan mangrove cenderung
bersifat open access, sehingga pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya menjadi
lemah. Kondisi ini berpotensi mendorong eksploitasi berlebih terhadap mangrove tanpa
mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

Mangrove merupakan ekosistem yang tergolong sebagai common-pool resources (CPR),
yaitu sumber daya yang bersifat non-excludable dan rivalrous, sehingga rentan terhadap
eksploitasi berlebihan apabila tidak dikelola secara kolektif (Ostrom, 2008 dalam Hadipuro,
2022). Dalam konteks CPR, ketiadaan aturan lokal berisiko menimbulkan tragedy of the
commons sebagaimana dikemukakan oleh Hardin (1968), yaitu kondisi ketika individu
mengeksploitasi sumber daya demi kepentingan pribadi sehingga merugikan kepentingan kolektif.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kerusakan mangrove di Desa Mertak banyak
terjadi akibat aktivitas penebangan dan pemanfaatan tanpa pengawasan. Minimnya payung
hukum serta lemahnya kelembagaan lokal menyebabkan kegiatan konservasi tidak berkelanjutan
dan tidak memiliki mekanisme pengendalian yang memadai.
Elinor Ostrom (1990) menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam akan lebih efektif
apabila dilakukan melalui institusi lokal berbasis aturan yang disepakati bersama. Pendekatan ini
menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama yang memiliki kapasitas untuk merumuskan
aturan, melaksanakan pengawasan, dan menjaga keberlanjutan sumber daya. Dalam konteks Desa
Mertak, ketiadaan Perdes menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan mangrove berbasis
kelembagaan lokal belum terbentuk secara optimal.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, kelembagaan yang kuat merupakan pilar
utama tata kelola lingkungan yang memastikan keseimbangan antara manfaat ekonomi, sosial,
dan ekologi (Salim, 2010). Pengelolaan mangrove di Desa Mertak belum mencerminkan prinsip
tersebut karena ketiadaan regulasi formal, lemahnya kelembagaan pengelola, tidak adanya
mekanisme pemantauan dan sanksi, serta pemanfaatan yang masih bersifat terbuka.

Keterlibatan Masyarakat dalam Konservasi Mangrove
Keterlibatan masyarakat dalam konservasi mangrove di Desa Mertak masih tergolong

rendah dan bersifat sporadis. Partisipasi masyarakat umumnya terbatas pada kegiatan penanaman
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yang dilakukan oleh kelompok pemuda atau pihak eksternal, seperti perguruan tinggi dan
organisasi tertentu. Kegiatan tersebut belum mencerminkan konservasi berkelanjutan karena
minimnya tindak lanjut berupa pemeliharaan dan pengawasan pasca penanaman.

Selain itu, keterlibatan masyarakat tidak dilakukan secara merata, melainkan hanya oleh
sebagian warga yang memiliki kesempatan untuk terlibat. Meskipun masyarakat memahami
pentingnya mangrove bagi lingkungan pesisir dan sumber penghidupan, kesadaran tersebut
belum sepenuhnya diikuti oleh tindakan pelestarian yang berkelanjutan. Kondisi ini tercermin
dari masih ditemukannya praktik penebangan mangrove di beberapa lokasi pesisir akibat
rendahnya pemahaman mengenai manfaat jangka panjang mangrove.

Masyarakat Desa Mertak juga dilibatkan dalam forum musyawarah ketika terdapat
rencana kegiatan konservasi mangrove. Forum ini menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan awal, seperti penentuan waktu dan lokasi kegiatan. Namun, keterlibatan
tersebut masih terbatas pada tahap awal perencanaan dan belum mencakup perencanaan teknis
maupun pengelolaan pasca penanaman.

Jika dikaitkan dengan teori Ladder of Participation oleh Arnstein (1969), kondisi ini
menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berada pada tingkat menengah, yaitu placation atau
early partnership, di mana suara masyarakat mulai dipertimbangkan tetapi belum memiliki
kendali penuh. Untuk mencapai tingkat citizen power, diperlukan penguatan kapasitas
masyarakat, pembentukan kelompok pengelola berbasis masyarakat, serta pendampingan yang
berkelanjutan.

Keterkaitan KEK Mandalika dan Konserasi Mangrove \
Pembangunan KEK Mandalika membawa perubahan sosial ekonomi yang signifikan bagi

masyarakat Desa Mertak. Sebagian masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai petani, nelayan,
dan peternak mulai beralih ke sektor pariwisata, baik sebagai tenaga kerja di hotel, restoran,
maupun usaha pendukung lainnya. Selain membuka lapangan kerja baru, pembangunan KEK
Mandalika juga mendorong perkembangan infrastruktur, seperti pembangunan hotel, homestay,
serta akses jalan Bypass BIL–Mandalika.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan KEK Mandalika memberikan
manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan pendapatan dan
peluang usaha. Namun, ekspansi pembangunan dan meningkatnya aktivitas penduduk juga
memberikan tekanan terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir, termasuk mangrove.
Menurut Brundtland Report (1987) dalam Cahyandito (2010), pembangunan berkelanjutan
adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan
kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Selaras dengan konsep tersebut,
tujuan pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara pilar ekonomi, sosial,
lingkungan, serta tata kelola (Salim, 2010).

Dalam konteks Desa Mertak, pembangunan KEK Mandalika telah mendorong pilar
ekonomi melalui peningkatan kesempatan kerja dan pembangunan infrastruktur. Namun, pilar
lingkungan belum dikelola secara memadai akibat belum adanya mekanisme perlindungan
terhadap ekosistem mangrove. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya
selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan karena ketidakseimbangan antara kemajuan
ekonomi dan perlindungan lingkungan.



EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.5, No.3, Maret 2026

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN : 2828-5298 (online)

2966

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kondisi

konservasi mangrove di Desa Mertak masih berada pada tahap awal dan belum dikelola secara
optimal. Meskipun vegetasi mangrove masih ditemukan di beberapa titik pesisir, keberadaannya
terus mengalami tekanan akibat aktivitas penebangan, penggembalaan ternak, lemahnya
pengawasan, serta tidak adanya pemeliharaan pasca penanaman. Tekanan tersebut semakin
meningkat seiring dengan pembangunan pesisir yang berkaitan dengan pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Upaya rehabilitasi mangrove telah dilakukan oleh berbagai pihak, namun belum disertai
dengan sistem monitoring dan pengelolaan berkelanjutan, sehingga tingkat keberhasilannya
relatif rendah. Di sisi lain, mangrove yang berhasil tumbuh terbukti memberikan manfaat
ekologis dan ekonomi bagi masyarakat pesisir, khususnya sebagai habitat biota perairan yang
mendukung mata pencaharian nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa mangrove memiliki peran
strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir sekaligus mendukung kesejahteraan
masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dalam konservasi mangrove di Desa Mertak belum berjalan
secara optimal. Ketiadaan kerangka kelembagaan dan regulasi yang jelas menyebabkan kegiatan
konservasi bersifat sporadis dan tidak terarah. Selain itu, keterlibatan masyarakat masih terbatas
pada tahap awal, seperti kegiatan penanaman dan musyawarah, tanpa diikuti peran aktif dalam
perencanaan teknis, pemeliharaan, dan pengawasan jangka panjang.

Lemahnya peran kelembagaan lokal, ditandai dengan belum adanya Peraturan Desa
(Perdes) dan kelompok pengelola mangrove, menyebabkan pengelolaan mangrove cenderung
bersifat open access. Kondisi ini berpotensi menimbulkan eksploitasi berlebih terhadap ekosistem
mangrove dan menghambat tercapainya pengelolaan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan
KEK Mandalika, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya diimbangi dengan
perlindungan lingkungan, sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan belum terwujud secara
menyeluruh.

Oleh karena itu, konservasi mangrove di Desa Mertak memerlukan penguatan
kelembagaan lokal, penyusunan regulasi desa yang mengatur perlindungan dan pemanfaatan
mangrove, peningkatan kapasitas serta partisipasi masyarakat, dan integrasi kebijakan lingkungan
dalam pembangunan KEK Mandalika. Langkah-langkah tersebut menjadi prasyarat penting
untuk mewujudkan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat
pesisir.
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